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Abstrak
 

Tesis ini membahas mengenai sejauh mana kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam kasus

Mangga Dua Court Apartemen, mengingat data yuridis pada Sertipikat Induk Hak Guna Bangunan Nomor

2981/Mangga Dua Selatan mengalami cacat hukum dikarenakan tidak adanya unsur Hak Pengelolaan yang

ditampilkan pada Sertipikat. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan metode penelitian normatif

dikarenakan menggunakan data sekunder sebagai alat pengumpulan datanya. Permasalahan yang dibahas

adalah mengenai hal apa yang harus diperhatikan seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam

pembuatan Akta Jual Beli tanah yang berstatus Hak Guna Bangunan (HGB) di atas tanah Hak Pengelolaan

(HPL) serta bagaimana peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk membantu Perhimpunan

Penghuni Mangga Dua Court Apartemen agar dapat memperpanjang Hak Guna Bangunan (HGB) di atas

tanah Hak Pengeloaan (HPL) pada Mangga Dua Court Apartemen.

Hasil penelitian ini adalah dimana PPAT harus melakukan pengecekan pada Sertipikat Hak atas Tanah baik

diatur maupun tidak diatur sebelum melakukan pembuatan Akta Jual Beli untuk menghindari adanya

indikasi terdapat Hak Pengelolaan (HPL) pada tanah tersebut. Selain itu, langkah yang dapat digunakan

untuk membantu Perhimpunan Penghuni Mangga Dua Court Apartemen agar dapat memperpanjang tempat

tinggalnya adalah melalui beberapa tahap yakni permohonan rekomendasi pemegang Hak Pengeloaan

(HPL), melakukan penghapusan hak melalui pembatalan hak, disertai dengan perubahan dengan pencoretan

unsur-unsur Hak Guna Bangunan Nomor 2981/Mangga Dua Court Apartemen untuk diganti dengan Hak

atas Tanah yang baru.

......This thesis discusses the extent to which the authority of Official Land Deed Maker (PPAT) in the case

of Mangga Dua Court Apartment, given juridical data on the parent certificate Right To Built Ground

Number 2981/South Mangga Dua disability law because there is no substance of The Management Right

Ground which is shown on the certificate. This research was conducted a qualitative study because using

secondary data as a means of data collecting. Issues discussed is about what should be considered by

Official Land Deed Maker (PPAT) to create The Deed Of Sale on Right To Built Ground which is standing

on the Management Right Ground and how did the role of Official Land Deed Maker (PPAT) to assist

residents associations of Mangga Dua Court Apartment in order to extend Built Ground which is standing

on the Management Right Ground in Mangga Dua Court Apartment.

The result of research is Official Land Deed Maker (PPAT) had to check on the Land Right certificate both

regulated and unregulated before create The Deed Of Sale to avoid any indication of there was the

Management Right Ground on land. Other than that steps can be used to assist residents associations of

Mangga Dua Court Apartment in order to extend the residence is through several stages that was need the
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application recommendations from holders of the Management Right, perform the removal of rights through

cancellation rights accompanied by changes to the write off substances of Right To Built Ground Number

2981/South Mangga Dua to be replaced with a new land rights.


